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Abstract

Poor performance of the bureaucracy is the main problem which is experienced by the Indonesian nation. In the city of Manado, one of the reasons was the poor quality of public services due to the still unrecovered civilian civil service recruitment process. Recruitment of more based on the proximity and collusion, so that the employees who were recruited not meet the standards in order to improve the quality of public services.

This study uses the theory of Zeithaml, at.al. (1990: 20), states that the quality of service is determined by Tangible Dimension, Dimension ReliabilityDimensi responsivness, Assurance and Dimensions Dimensions Empathy.Bertujuan to Know What factors are affecting the management of recruitment in Manado city and aims Knowing whether the Management recruitment in Manado city can have an impact on the quality of public services

This research uses descriptive method for implementation includes data, analysis and interpretation of the meaning and diperoleh.Penelitian data is structured as an inductive study that is looking for and collecting data in the field with the aim to determine the factors, form elements, and a nature of the phenomena in the society.

The study says that the process of public service delivery in the city Manadobelum provide a sense of satisfaction to the community caused by the long turnaround time, quality of service result of inadequate attitude is unjust in service. The poor quality of public services in the city of Manado due to the lack of competence of the employees, the rate inadequate skills and behaviors of employees who buruk.Disamping the quality of public services has not been due to the limited number of staff and infrastructure services employees who do not yet memadai.Rekrutmen dipersipakan well be wrong the triggers of poor public services.

To fix the quality of public services in the city of Manado, the management of recruitment civil servant in the city of Manado should dibenahi.Syarat appointment CPNS expected to not only pay attention to the cognitive ability or knowledge, but the most important is attention to emotional factors / character and skills.
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PENDAHULUAN 

Buruknya kinerja birokrasi merupakan permasalahan utama yang sedang dialami bangsa Indonesia.Sejumlah literatur dan ulasan-ulasan dalam berbagai makalah dan sejumlah hasil penelitian menyebutkan bahwa buruknya kinerja itu lebih disebabkan oleh banyak faktor. Saya sendiri membaginya dalam dua faktor utama yakni faktor kultural  dan faktor struktural. Dari aspek kultural adalah masih terjebaknya birokrasi pada prilaku orde baru yaitu ingin dilayani daripada melayani.Aparatur Daerah belum mampu menyesuaikan kinerja mereka dengan paradigma birokrasi yakni melayani dan mengayomi masyarakat.Kemudian lemahnya inovasi para aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya.Pegawai  bekerja masih harus berdasarkan tuntunan dan perintah atasan, jika tidak, mereka tidak akan bekerja. Agus Dwiyanto, dkk, (2001) mengatakan  birokrasi masih terkurung dalam budaya kerja yang bersandar pada mentalitas “minta petunjuk” pimpinan dalam setiap gerak langkahnya, sehingga banyak pola pengambilan keputusan pelayanan yang dirasa sangat lamban dan merugikan masyarakat pengguna layanan. 

Kuranganya inisiatif sangat mempengaruhi kualitas aparatur daerah. Adanya inisitaif sangat penting karena tidak semua permasalahan publik terjangkau oleh kebijakan atau saja jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan interpretasi terhadap sebuah kebijakan dan atasan tidak selamanya berada ditempat padahal dalam waktu yang sama pegawai harus segera mengambil keputusan. Tentang perlunya inisiatif menurut Flipo (1984) bahwa seseorang agar mencapai kinerja yang tinggi tergantung pada kerja sama, kepribadian, kepandaian yang beraneka ragam, kepemimpinan, keselamatan, pengetahuan perkarjaan, kehadiran, kesetiaan, ketangguhan dan inisiatif.  Kemudian budaya setor merupakan kebiasaan buruk yang sering mengganggu kinerja birokrasi. Banyak pejabat yang sama sekali tidak memiliki keahlian dan profesionalisme tetapi tetap dipertahankan dan dapercayakan untuk memegang jabatan strategis. Penyebabnya adalah terjerumusnya pejabat tersebut pada kebiasaan menyetor uang pada atasannya.

Selanjutnya permasalahan manajemen kepegawaian disebabkan oleh ketidaktepatan pegawai antara pendididikan dan keahlian dengan penempatan tugas. Salah satu sebab kurangnya profesionalisme pegawai daerah disebabkan tidak adanya korelasi antara pendidikan yang ia sandang dengan pekerjaan yang ia kerjakan. Profesor Djadja Saefullah (2008:12) mengatakan dalam pengertian umum profesionalisme berisi pemahaman bahwa setiap jabatan dalam lembaga birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan dan kemampuan sesuai dengan jabatan yang bersangkutan.Dilihat dari teori manajemen kepegawaian atau sekarang lebih populer dengan teori managemen sumber daya manusia, untuk memperoleh tenaga-tenaga profesional harus dimulai dari sistem pemilihan dan penempatan yang tepat. Ketepatan ini tidak hanya bergantung pada job spesification yang melekat pada orang yang akan dipilih tetapi lebih dahulu pada job deskription yang sudah ditentuan lebih dahulu. Dengan kata lain, bukan mencari tempat yang sesuai dengan orang yang sudah tersedia, tetapi sebaliknya, mencari orang yang sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan. Lembaga birokrasi bisa diisi dengan tenaga-tenaga dari mana saja asal sesuai dengan tugas-tugas yang ada dalam lembaga yang bersangkutan.

Kemudian promosi pegawai pada jabatan-jabatan strategis yang tidak lagi memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan, pengalaman kerja, pendidikan dan keahlian serta faktor senioritas. Semuanya hanya didasarkan pada faktor like and dislike dari atasan yang mengangkatnya. Akibatnya pegawai yang diangkat tanpa proses yang normal tersebut akhirnya lebih cenderung loyal pada atasannya ketimbang memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dwiyanto dan Kusumasari, (2001) bahwa dalam birokrasi di Indonesia terdapat beberapa faktor utama penyebab diskriminasi dalam pelayanan publik.Diantaranya adalah faktor struktural, yaitu adanya sistem paternalisme dalam birokrasi.Posisi sentral pimpinan dalam organisasi membuat pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah dalam rangka melayani pimpinan.Loyalitas kepada pimpinan sangat tinggi karena menentukan dalam kenaikan jabatan.Sedangkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbengkalai dan dinomorduakan.Kedua, faktor kultural, yaitu adanya ikatan kekerabatan untuk mendahulukan lingkungan terdekat.


Penelitian ini diaharapkan akan menjawab pertanyaan sebagai berikut yaitu Bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Manado, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen rekrutmen pegawai di Kota Manado dan Apakah manajemen rekrutmen pegawai di Kota Manado dapat berdampak pada kulitas pelayanan publik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh.Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat.

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Pengumpulan data skunder

HASIL PENELITIAN

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik  yang dilakukan Pemerintah Kota Manado belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan. 

Hasil penelitian  terungkap bahwa dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Kota Manado masih memiliki berbagai kelemahan antara lain belum singkronnya antara sasaran dan tujuan kebijakan yang hendak dicapai dengan kondisi  daerah. Misalnya pemerintah Kota Manado telah mengupayakan pelayanan publik yang lebih baik seperti Pengadaan Kantor sebagai Pusat Pelayanan Satu Atap tetapi tindakan itu tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas fisik seperti gedung dan sarana-sarana penunjang lainnya. Kantor unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. 




Hal ini juga berhubungan dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional seperti terbatasnya personel pengelola pelayanan yang bertugas mencatat, menghimpun, dan meneruskan berkas merupakan juga penyebab sulit teratasinya permohonan yang melimpah. Banyak pengurusan Administrasi yang memiliki kekeliruan data identitas seperti pengetikan nama, pekerjaan dan tempat tanggal lahir. Sehingga diperlukan waktu lagi untuk mengubahnya. Kasus lain adalah banyak berkas milik warga hilang. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya sasaran atau tujuan program tercapai secara maksimal.


Faktor sumber daya keuangan sangatlah berpengaruh significant (berarti/nyata) terhadap kualitas pelayanan.Keterbatasan keuangan berpengaruh pada penyediaan sarana dan parasarana untuk menunjang pelayanan.Keterbatasan gedung dan alat-alat penunjang di Kota Manado masih sangat terbatas, hal itu diakibatkan karena anggaran yang disediakan untuk itu sangat minim.Faktor sosialisasi dan informasi juga masih menunjukan kelemahan, baik antara pejabat atasan dengan pegawai maupun antara pegawai dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.Seperti berbagai informasi tentang prosedur, pembiayaan dan waktu pengurusan administrasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.


Informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat selain mengenai ketentuan prosedural, ketentuan seperti berapa biaya pengurusan dan berapa lama juga layak diketahui masyarakat. Masyarakat masih sering mengeluhkan biaya pengurusan yang melebihi ketentuan, disisi lain waktu yang ditentukan tidak seesuai ketentuan, kecuali ada biaya tambahan. Disatu sisi juga masyarakat sulit memperoleh akses informasi mengenai prosedur-prosedur tersebut.Salah satu penyebab adalah lemahnya akses masyarakat terutama masyarakat dipedesaan mendpatkan informasi baik di media cetak maupun ionformasi-informasi lainnya. Pada sisi lainnya adalah keterbatasan pegawai dinas dalam melakukan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Kemudian pembiayaan dan waktu pengurusan, kerap tidak sesuai ketentuan.Masyarakat yang tidak mau dipusingkan dengan kerumitan pengurusan, biasanya mengeluarkan uang lebih dari yang ditentukan.
Karakteristik badan-badan pelaksana sangat berpengaruh juga terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Manado. Lemahnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap kinerja pegawai sering dijumpai, sehingga kepedulian untuk bekerja maksimal tidak terpenuhi. Kurangnya penjenjangan karier sacara sistematis seperti promosi pegawai berdasarakan prestasi dan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) tidak dipenuhi, yang terjadi adalah soal kedekatan dan nepotisme. Hal itu menyebabkan pegawai tidak terpacu meningkatkan kinerjanya. Kondisi ekonomi, sosial dan politik di Kota Manado cenderung statis. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang seharusnya mengontrol kinerja pemerintah malah ikut menganani proyek-proyek fisik yang ditawarkan pemerintah, sehingga daya kristis terhadap pemerintah sangatlah lemah. Sistim pemilihan langsung Walikota dan DPRD menyebabkan keduanya memiliki power yang sama, kontrol dan pengawasan DPRD terhadap Bupati tidak signifikan. Jarang terjadi sebuah perdebatan dan kritik, yang terjadi hanyalah kompromi politik. Masalah publik yang seharusnya diperjuangkan oleh DPRD kerapkali diabaikan begitu saja.

Kecenderungan pelaksana masih memiliki kinerja belum profesional menangani pelayanan. Pegawai masih kurang responsif, kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Pegawai yang melayani didapati sikap yang kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.

PEMBAHASAN


Berdasarkan 3 (tiga) permasalahan penelitian yang di rumusakan terlebih dahulu dalam rencana penelitian maka dapat diperoleh jawaban penelitian sebagai berikut :

1. Proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Manado

Dari hasil hasil penelitian terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan dapat digambarkan secara umum sebagai berikut. Dimensi tangiblemenekankan pada ketersediaan atau kelengkapan sarana prasarana pelayanan, kemanfaatan dari sarana dan keterjangkauan pelayanan. Seringkali pelayanan dinilai tidak bermutu akibat dari infrastruktur pelayanan yang digunakan tidak mencukupi dan mutunya rendah (sunset technology).Jenis pelayanan membutuhkan aneka ragam infrastruktur yang mutunya harus terjamin sehingga mampu menghasilkan produk pelayanan yang bermutu pula.
Penelitian yang mencakup sarana dan prasarana yang tersedia, lokasi yang strategis, kenyamanan ruangan, kecukupan petugas, dan kebersihan. Tanggapan masyarakat terhadap dimensi tangible berada pada kriteria sedang, yang menggambarkan bahwa dimensi tangible belum optimal dirasakan oleh masyarakat.  Berdasarkan temuan yang dilakukan bahwa belum optimalnya Kualitas pelayanan disebabkan masih terbatasnya bahkan belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan seperti gedung yang representatif, perangkat komputer, dan lokasi yang tidak strategis. Kondisi yang sempat dipantau pada sejauamlah kantor ternyata tidak representatif. Perangakat Komputer di kantor dinas hanya terdapat satu unit. Satu alat saja yang rusak seperti printer, maka akan mengganggu aktifitas pelayanan. Masyarakat yang waktu itu sedang melaksanakan pengurusan, secara otomatis disarankan pulang dan nanti kembali jika mesinnya sudah diperbaiki. 
Kurang nyamannya ruang tunggu di kantor pelayanan. Kondisi sarana dan prasarana di kantor kecamatan lebih pada tidak tersedianya ruang tunggu dan jarang ditemui tersedianya sarana umum seperti WC, sehingga masyarakat kurang betah berlama-lama tinggal di kantor pelayanan.

Dimensi reliability, yang mencakup kecukupan petugas, tingkat kehandalan sarana dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan. Upaya peningkatan mutu kinerja pelayanan publik harus dilakukan lewat   perbaikan sistem dan prosedur pelayanan dengan tetap berpatokan pada semangat ‘debirokratisasi’  yaitu dengan memangkas yang tidak perlu dan memperbaiki yang sudah usang apalagi yang sangat merugikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.   Reliability pada penelitian ini mencakup ketepatan waktu, perlakuan sama, kesederhanaan dan kecepatan.
Berdasarkan temuan yang dilakukan lewat wawancara, bahwa belum optimalnya Kualitas pelayanan disebabkan:
1) Pegawai kantor dinas maupun di kecamatam belum melaksanakan dengan tepat waktu dalam pengurusan dan pelayanan. Kondisi ini lebih disebabkan karena sering terbatasnya sarana dan prasarana seperti kurangnya perangkat komputer. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, para pegawai sering kelabakan jika memenuhi pengurusan sesuai tepat waktu. Kondisi yang dimaksud adalah jika akan diadakan Pemilu dan Pemilukada, Penerimaan CPNS, kebijakan tawaran Bantuan Studi dari pemerintah daerah, penyaluran bansos. Terbatasnya jumlah pegawai dan terbatasnya sarana komputer sering menyebabkan membludaknya permohonan pelayanan.

2) Masyarakat belum mendapat perlakuan yang sama dari petugas atau pegawai. Kebiasaan pemberian uang atau tip dari masyarakat yang melakukan pengurusan menyebabkan masalah ini terjadi. Pegawai sering mendahulukan mereka yang memberi tip daripada yang tidak memberikan sesuatu. Dalam hal ini masyarakat miskin yang sering menjadi korban. Kemudian, hubungan kenalan atau hubungan secara emosional antara pegawai dengan masyarakat kadang menyebakan masalah ini terjadi. Pegawai kerap mendahulukan mayarat yang berhubungan secara emosional dengannya.

Dimensi responsiveness yang meyangkut kecepatan dalam merespon ketidakpuasan pelayanan, pengungkapan rasa ketidakpuasan dalam pelayanan dan pemahaman arti kualitas pelayanan terhadap masyarakat.Pelaksanaan pelayanan harus dapatdiselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.

Responsiveness pada penelitian ini mencakup kecepattanggapan terhadap kebutuhan masyarakat, penerimaan terhadap kritik dan saran, kemudahan pelayanan, dan memiliki pengetahuan yang memadai. Berdasarkan temuan yang dilakukan baik lewat wawancara, belum optimalnya Kualitas pelayanan di Pemkot Manadoditinjau dari dimensi responsiveness diantaranya disebabkan: Petugas atau pegawai belum memiliki kecepat-tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat belum mendapatkan kemudahan dalam pelayanan. Masyarakat menilai pelayanan belum diimbangi dengan pengetahuan pegawai atau petugas yang memadai. Dalam kondisi tertentu, jika masyarakat yang melakukan pengurusan dan terdapat kekurangan data, pegawai tidak memberikan pemecahan masalah atau membantu masyarakat agar mudah dalam hal pengurusan.

Dimensi assurance ini menyangkut tingkat penanganan terhadap keluhan pelayanan, ketepatan didalam pemberian pelayanan dan pemberian pemahaman terhadap manfaat pelayanan. Banyak masyarakat yang mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Berarti ini ada sesuatu yang salah dalam proses pelayanan. Sudah banyak dibentuk unit yang menangani komplain oleh beberapa dinas pemerintah tetapi perannya masih sangat minimal. Lebih-lebih lagi yang tidak memiliki unit komplain pasti keluhan masyarakat atas pelayanan publik tidak ada yang memerhatikan. Pemerintah daerah  perlu membentuk unit komplain yang kuat yang mampu memanajemeni komplain secara efektif. Dengan demikian maka hal ini akan dapat mempertebal rasa percaya dan kesetiaan masyarakat kepada pemerintah. Dan penanganan komplain yang efektif bisa meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.          
Assurance pada penelitian ini mencakup ramah, kualitas hasil, sesuai harapan, budaya kerja, tanggungjawab, adil dan merata, sesuai ketentuan, dan kesanggupan. Berdasarkan temuan yang dilakukan baik lewat wawancara, belum optimalnya Kualitas pelayanan di Pemkot Manadoditinjau dari dimensi assurances diantaranya disebabkan:
1) Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan petugas atau pegawai belum sesuai dengan budaya kerja seperti dalam hal kedisiplinan, kerjasama yang baik dengan masyarakat.

2) Masyarakat menilai bahwa petugas atau pegawai belum memiliki hasil yang berkualitas dalam memberikan pelayanan.

Dimensi empathy, ini menyangkut  sikap dan perhatian petugas, berlaku adil pada setiap pelanggan, dan berpenampilan baik dalam memberi perhatian secara individu kepada pelanggan. Oleh karena itu dalam merespon prinsip-prinsip pelayanan publik yang perludipedomani oleh segenap aparat birokrasi pelayanan publik, maka kiranyaharus disertai pula oleh sikap dan perilaku yang santun, keramah tamahan dari aparat pelayanan publik baik dalam cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan maupun dalam hal ketapatan waktu pelayanan. Hal ini dimungkinkan agar layanan tersebut dapat memuaskan orang-orang atau kelompok orang yang dilayani.

Dimensi empathy pada penelitian ini mencakup tingkat interaksi, keluwesan adaptasi, kemauan dan gotong royong. Berdasarkan temuan yang dilakukan  lewat wawancara, belum optimalnya Kualitas pelayanan di Pemkot Manadoditinjau dari dimensi responsiveness diantaranya disebabkan: petugas belum memiliki sikap jiwa gotong royong. Pegawai tidak memiliki kepekaan, jika masyarakat yang hendak membutuhkan pelayanan memiliki masalah. Atau jika tau ada maslah, tetapi tidak membantu menyelesaikan masalah tersebut. 
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Manajemen Rekrutmen PNS di Kota Manado

1. Banyaknya pegawai yang pensiun

Faktor utama yang mempengaruhi Pemerintah Kota Manado melakukan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Manado disebabkan karena pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai. Pemerintah Kota manado terus mengalami kekuarangan pegawai akibat setiap tahunnya terdapat pegawai yang pensiun, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.  

Berkurangnya jumlah pns tentunya sangat menghambat kinerja pemerintah kota manado terutama dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan publik. Data yang diperoleh di Badan kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Manado menyebutkan tenaga yang paling banyak dibutuhkan adalah tenaga kesehatan, yakni perawat dan dokter, tenaga pendidikan guru, dan teknis yang meliputi akuntan, komputer, teknik dan hukum.
Salah seorang Informan di BKD mengatakan, penerimaan PNS di Manado, mendesak dilakukan, karena di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan mengeluh kekurangan pegawai. Keadaan itu menurut informan diperparah dengan terus berkurangnya pegawai di Manado, karena pensiun, yang berjumlah ratusan dalam setahun
Walikota Manado Dr. G.S.V.L Lumentut juga menjelaskan, bahwa setiap tahun Pemerintah Kota Manado mengalami kekurangan PNS dengan jumlah berkisar ratusan dan yang banyak terdapat di dalamnya adalah tenaga guru. Alhasil, kata Lumentut, hujan keluhan akan kekurangan guru terus menuai di pihak Pemkot Manado. "PNS setiap tahun, khususnya pada 3 tahun belakang ini, berkurang 250 orang.Terbanyak di antaranya yaitu guru, baik di pulau dan di daratan”.
2. Kekurangan Pegawai karena tidak sesuai dengan  tupoksi satuan kerja

Beriringan dengan kian meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka memberi dampak pula pada peningkatan kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelayanan.Berbagai kebutuhan masyarakat yang terus meningkat adalah adanya kebutuhan pelayanan dibidang kesehatan, pelayanan dibidang pendidikan, pelayanan dibidang admisnitrasi kependudukan, pelayanan dalam rangka pengembangan investasi dan usaha serta pelayanan di bidang hukum.Peningkatan kebutuhan masyarakat itu kerap tidak sesuai dengan jumlkah tenaga pegawai negeri sipil dalam setiap satuan kerja pemerintah Kota Manado. Ketidakcukupan pegawai inilah yang sering menyebabkan terganggunya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota manado kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam standar operasional prosedur pelayanan telah mencantumkan jangka waktu pelayanan, namun dalam proses pelayanan ternyata tidak sesuai. Salah satu faktor penyebab adalah ketidakcukupan jumlah pegawai pada saat membludaknya kebutuhan masyarakat dalam mebutuhkan pelayanan

3.  Kebutuhan pegawai yang berkualifikasi/kompetensi

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, sejumlah terobosan telah dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provensi maupun pemerintah kabupaten kota. Misalnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan admisnitrasi kependudukan maka telah dikeluarkan kebijakan pelayanan eKTP yang tentunya sangat bermanfaat baik bagi masyarakat maupun pemerintah kota Manado. Oleh karena itu untuk memudahkan implementasinya di lapangan tentu dibutuhkan pengawai negeri sipil yang ahli dalam bidang teknologi. Jika dalam satuan kerja pemerintah kota yang melakukan pelayanan e KTP tidak menyediakan tenaga di bidang kehalian teknologi maka tidak mungkin tujuan penerapan e KTP dapat optimal. Oleh karena itu perlu perekrutan tenaga operator komputer untuk mengoperasikan mesin eKTP, yang tentu saja operator tersebut memiliki pengetahuan dan kemapuan di bidang komputer.
Kemudian dengan adanya kebijakan pelayanan kesehatan Universal Coverage yaitu pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Kota Manado. Kebijakan ini telah berlaku sejak 1 Januari Tahun 2013 dan akan berlaku hingga tahun 2016 atau sampai waktu ketika seluruh masyarakat telah terdaftar pada program kesehatan BPJS dari pemerintah pusat. Seluruh penduduk yang bertempat tingal di Manado, apapun statusnya kaya atau miskin dijamin untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Program pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kota Manado tentu sangat bermanfaat bagi warga Kota Manado sehubungan dengan masalah tingginya kebutuhan masyarakat dalam menjaga kesehatan.Program tersebut perlu didukung dengan sumber daya pegawai negeri sipil di bidang kesehatan yang lebih kompeten.Untuk menjalankan program ini tidak mungkin hanya dijalanlakan oleh pegawai negeri sipil bidang umum, tetapi oleh Pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi khusus di bidang kesehatan.

Demikian pula dengan program-program baru dari pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pinter.Munculnya program-program tersebut tentunya berimpilikasi pada tingkat kebutuhan pegawai.Mengingat jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan sangat membludak sehingga diperlukan tenaga untuk melayani.

PENUTUP

1. Hasil penelitian menyebutkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Manadobelum memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat yang disebabkan oleh Waktu pengurusan lama, Kualitas  hasil pelayanan yang tidak memadaiSikap yang tidak berkeadilan dalam pelayanan
2. Buruknya kualitas pelayanan publik di Kota Manado disebabkan lemahnya kompetensi pegawai, tingkat keterampilan yang tidak memadai serta prilaku pegawai yang buruk. Disamping itu pelayanan publik belum berkualitas karena keterbatasan jumlah pegawai dan sarana prasarana pelayanan yang belum memadai.
3. Rekrutmen pegawai yang tidak diperispakan dengan baik menjadi salah satu pemicu buruknya pelayanan publik. 
SARAN

1. Ukuran utama bagi keberhasilan pemerintah Kota Manado diukur dari seberapa baiknya/berkualitasnya pelayanan publik yang diberikan kepada warganya. Semakin bagus kualitas pelayanan publik maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Manado semakin bagus

2. Pelayanan publik di Kota Manado akan semakin berkualitas manakalah pegawainya memiliki komptensi yang baik, prilaku yang baik, kecukupan jumlah pegawai serte ketersediaan sarana dan prasaran yang memadai

3. Untuk membenahi kualitas pelayanan publik di Kota Manado maka manajemen rekrutmen CPNS di Kota Manado harus dibenahi. Syarat pengangkatan CPNS diharapkan tidak hanya memperhatikan kemampuan kognitif atau pengetahuan, tetapi yang paling penting juga adalah memperhatikan faktor emosional/karakter dan keterampilan.
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